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Analisis Standard Belanja: Penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.

Analisa Standar Belanja (ASB)berdasarkan Peraturan Mentri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerahmerupakan salah satu pendekatan
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja.

Analisa  Standar  Belanja (ASB) adalah standar untuk
menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu
program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan
tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun
anggaran

Landasan Hukum dan Landasan Teori Analisis Standar
Belanja;

Dasar hukum Analisis Standar Belanja (ASB) dalam PP 58
Tahun 2005 Pasal 39 ayat 2 : "Penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian
kineerja , indikator kinerja . analisis standar belanja , standar
satuan harga , dan standar pelayanan minimal”. Dan dalam
Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 89 Huruf e: “Dokumen
sebagai lampiran meliputi KUA , PPA, kode rekening APBD,
format RKA — SKPD , analisis standar belanja , dan standar
satuan harga.

Anggaran yang berbasis kinerja , pengertian kinerja memiliki
beberapa arti , seperti, prestasi ., tingkat capaian , realiasi
pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak
tujuan tindak publik , tetapi beberapa berhubungan secara
subyektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai
suatu hasil dari suatu tindakan.

Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai
sebuah alat / instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat
relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu
terhadap daerah atau SKPD lain.
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Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target

kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu :

- Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah
(belanja tetap).

- Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan
target kinerja kegiatan (belanja variabel).

-Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target
kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Metode Penentuan Pola Perilaku Belanja

Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola
perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah:

1. Pendekatan intuisi, merupakan pendekatan yang berdasarkan
intuisis pembuat keputusan, kontrk-kontrak kerja dengan
pihak lain dan sebagainya.

2. Pendekatan Analisis Enjinering, merupakan pendekatan yang
didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan
(input) dengan keluaran (output).

3. Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu, merupakan
pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu.
Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang
sama perilakunya dengan belanja di masa lalu. Data belanja di
masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-
masing belanja.

Manfaat Analisis Standar Belanja:

1. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS

2. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan
suatu kegiatan

3. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang
meyebabkan inefisiensi anggaran.

4. Penetuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja
yang jelas

5. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif

6. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan
pemborosan.
7. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu
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Anggaran negara merupakan rencana keuangan pemerintah
dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang,
yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya
untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain
pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat
menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut
sebagai berikut: (Mahmudi tahun 2007).

1. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasikinerja
pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu
yang dinyatakan dalam ukuran finanasial (rupiah)

2. Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik,
penganggaran merupakan proses atau metode untuk
mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat
rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental
karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil
rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai
politik.

3. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta di mana
anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang
tertutup untuk publik, sebaliknya anggaran negara justru harus
dikonfirmasikan kepada publik untuk diberi masukan dan
kritik.

4. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-program
yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran
dimulai ketika perencanaan strategik dan perumusan strategi
telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan artikulasi

dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah
dibuat.
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yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan
memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus
menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra
Bastian, 2006).

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pengertian
anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam
penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi
kerja yang ingin dicapai. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa
pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk
mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran
tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak
adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja
dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran
dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep value for
money dan pengawasan atas kinerja output.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikanya
prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim
(2007) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran. Anggaran harus
dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,
sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari
suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota
masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk
mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan
kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk
menuntut  pertanggungjawaban atas rencana  ataupun
pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang
dianggarkan pada setiap pos/ pasal merupakan batas tertinggi
pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus
didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan
dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan/ proyek yang belum/ tidak tersedia anggarannya.

3. Keadilan Anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan
penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh
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seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam
pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh
melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran. Penyusunan anggaran
hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna,
tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di
pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan
dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan
dan  kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan
stakeholders.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja. Anggaran yang disusun
dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian
hasil kerja (output/ outcome) dari perencanaan alokasi biaya
atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan
atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan,
selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di
setiap organisasi kerja yang terkait.

Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja menurut Hindri Asmoko (2006) antara
lain:

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin
dicapai;

2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin
dicapai,

3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan
anggaran berbasis kinerja;

4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis
kinerja.

Elemen-Elemen  Anggaran  Berbasis Kinerja Departemen
Keuangan Republik Indonesia/ Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK, 2008) menjelaskan elemen-elemen utama yang
harus ditetapkan terlebih dahulu, antara lain:

1. Visi dan misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal
yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang,
sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan
bagaimana visi akan dicapai.
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2. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi
dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional yang menunjukkan tahapan-
tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah
yang jelas serta tantangan yang realisitis

3. Sasaran. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang
spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan
membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan
menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang
baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik,
terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu
(specific, measurable, achievable, relevant, timely/ SMART) dan
yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus
mendukung tujuan (support goal).

4. Program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai
serangkaian tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi
kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan
outcome. Program yang baik harus mempunyai keterkaitan
dengan tujuan dan sasaran serta masuk akal dan dapat dicapai.

5. Kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang
mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting
untuk pencapaian program. Kegiatan yang baik kriterianya
adalah harus dapat mendukung pencapaian program.

Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK,
2008) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses
yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan,
menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan
seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh
pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang
menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam
program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan).
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a. Menentukan Program dan Kegiatan dengan Jelas. Untuk
mencapai tujuan strategis adalah menentukan program dan
kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing
program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar
dengan jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul
apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan akrual.

b. Sistem Informasi yang Memadai. Diperlukan adanya sistem
informasi yang mampu menghasilkan informasi yang
memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-
masing lembaga/ unit kerja yang bertanggungjawab atas
suatu kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja yang
baik. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan
meliputi:

1. Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunakan
dengan sebaik-baiknya;

2. Efisiensi, sejauh mana perbandingan antara tingkat
keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang
digunakan;

3. Efekiifitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan
mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan.

¢. Pihak Eksternal (independen). Tercapainya penilaian
yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam
mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan
dalam mengukur kinerja akan bervariasi antar lembaga/
unit kerja, bergantung pada bentuk keluaran yang
dihasilkan.

d. Mengukur Kinerja Yang Strategis (key performance
indicators). Sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya
mengukur kinerja yang strategis (key performance
indicators), bukan menekankan tingkat komprehensif dan
birokratis atas kinerja yang disusun (catatan: kinerja tidak
diukur berdasarkan jumlah surat masuk/ keluar jumlah
laporan yang dibuat/ jumlah surat yang ditandatangani)
karena pengkuran seperti ini dapat menyesatkan.

2. Penghargaan dan Hukuman (Reward and
Punishment).Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja
sulit dicapai dengan maksimal tanpa ditunjang dengan faktor-
Jaktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis
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kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman bagi para
pelaksana anggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut yaitu

a. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman
atas kegagalannya. Penerapan sistem insentif di organisasi
sektor publik bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan
karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh
mekanisme bukan keuangan, terutama keinginan dan
kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat
dijalankan jika ada aturan bahwa unit kerja yang mencapai
kinerja dengan baik dapat memperoleh prioritas atas
anggaran berikutnya walaupun alokasi anggaran telah
ditentukan oleh program prioritas dan kebijakannya. Hal
lain yang bisa dilakukan dalam pemberian insentif adalah
berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu lembaga
dalam mencapai suatu target kerja yang ditetapkan.
Apabila suatu lembaga dapat mencapai target kerja yang
telah ditetapkan, maka mereka dapat diberikan keleluasaan
yang lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan.

b. Penerapan efisiensi. Penerapan efisiensi bisa dilakukan
untuk program dan kegiatan yang bersifat pelayanan
publik. Pengalokasian anggaran untuk setiap program dan
kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving
dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang
diberikan kepada publik.

c. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu
lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu
bentuk perjanjian antara lembaga pusat dengan lembaga
bersangkutan dalam pembagian atas hasil yang diterima.

3. Kontrak Kinerja. Apabila sistem anggaran berbasis kinerja
telah berkembang dengan baik, maka kontrak kinerja dapat
diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan
dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja
dengan kementerian/lembaga lainnya dan juga antara menteri
dengan unit organisasi yang ada di bawahnya.

4. Kontrol Eksternal dan Internal. Kontrol eksternal terhadap
penggunaan anggaran harus dilakukan oleh lembaga yang
berada di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus
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mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka
menggunakan anggarannya.

5. Pertanggungjawaban Manajemen. Jika sistem penganggaran
tradisional menekankan pada kontrol input, maka sistem
anggaran berbasis kinerja ditekankan pada output. Didalam
sistem ini pengguna anggaran mendapat wewenang penuh
dalam merencanakan dan mengelola anggarannya. Negara
yang telah mengaplikasikan sistem ini adalah Australia,
Inggris, New Zeland dan Swedia.

Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (2008) menyatakan bahwa penerapan
anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam
pelaksanaan ~ pengelolaan keuangan  dalam rangka
penyelenggaraan tugas kepemerintahan, sebagai berikut:

a. Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian
sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas
pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan
efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun
berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan
mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan
memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi
anggaran pada masing-masing program.

b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting
untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang
transparan. Anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas,
serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan
output yang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi
karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait
dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi
kinerja pemerintah.

c. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus
pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju
pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait
dengan kebijakan prioritas pemerintah. Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja menuntut setiap departemen untuk fokus pada
tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan
departemen yang bersangkutan. Selanjutnya penganggaran
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yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan
dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen,

berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas
kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan Anggaran
Berbasis Kinerja.

. Terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka

menengah, tetapi kementerian tetap bisa lebih fokus kepada
prioritas untuk mencapai tujuan departemen meskipun hanya
dengan sumber daya yang terbatas. Pimpinan akan tetap fokus
untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tidak perlu
terganggu oleh keterbatasan sumber daya dengan penetapan
prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan.

Anggaran  memungkinkan untuk peningkatan  efisiensi
administrasi. Adanya fokus anggaran pada output dan outcome
maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam
pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila
dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada
input.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dedi Nordiawan (2007) mengemukakan tahap-tahap penyusunan
anggaran berbasis kinerja, yaitu:

J 5

Penetapan Strategi Organisasi. Penetapan strategi adalah
sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi
gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah
organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus
dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah
dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa depan.

. Pembuatan Tujuan. Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang

akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering
diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan
operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu
organisasi.

. Penetapan Aktifitas. Penetapan strategis adalah sesuatu yang

dasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktifitas
dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional
yang telah ditetapkan.
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4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan. Evaluasi dan
pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah
pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan
pengambilan keputusan karena proses ini dapat dilakukan
dengan standar buku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun
dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk
membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Indikator Penyusunan Angaran Berbasis Kinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan angaran
berbasis kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output) dan
(outcome).

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanan  kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Indikator ini merupakan tolok ukur kinerja
berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber
daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang
digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dengan
meninjau distribusi sumber daya, suatu organisasi dapat
menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimilki telah
sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan.

2. Keluaran (output) adalah produk berupa barang atau jasa yang
dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan
yang digunakan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat
berupa fisik dan/atau non fisik. Dengan membandingkan
indikator keluaran organisasi dapat menganalisis sejauh mana
kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran
hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran
kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh
karenanya indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan
sifat kegiatan instansi.

3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung). Indikator hasil adalah sesuatu manfat yang
diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolok ukur ini
mengambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada
umumnya para pembuat kebijakan paling tertarik pada tolok
ukur hasil dibandingkan dengan tolok ukur lainya. Namun untuk
mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan seringkali
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tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya
setiap organisasi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk
mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan.

Anggaran Defisit (deficit budget)/Kebijakan Fiskal
Ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna
memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya
sangat baik digunakan jika keadaan negara sedang
resesif.

Anggaran Surplus (Surplus budget)/Kebijakan
Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukan negara lebih besar dari
pengeluarannya. Umumnya sangat baik digunakan
ketika  perekonomian  pada  kondisi  yang
ekspansif/mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran Berimbang (Balanced budget) : Anggaran
berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan
politik anggaran berimbang adalah adanya kepastian
anggaran dan meningkatkan disiplin anggaran.

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan: Dana
APBN  yang dialokasikan kepada  Menteri
Keuangan/Bendahara ~Umum  Negara  sebagai
Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk
Kementerian ~ Negara/Lembaga, yang  dalam
pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian
Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran
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Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan. Menteri telah membuat
, keputusan tentang Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang
. tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor08/pmk.02/2005 tentang Pengelolaan Bagian Anggaran

: Pembiayaan Dan Perhitungan Menteri Keuangan Republik

Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud

. dengan :

1. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah Bagian
AnggaranCicilan dan Bunga Hutang, Bagian Anggaran Subsidi
dan Transfer Lainnya dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain.

2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah
Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang ertanggung
jawab atas penggelolaan anggaran pada Kementrian Lembaga
vang bersangkutan

Dalam pasal 2 tertulis bahwa :

1. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan atas pengelolaan

b Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

2. Kewenangan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiyaan
dan Perhitungan dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

Dalam peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kewenangan
? st
















4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian;

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan,

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.

Ruang Lingkup APBN mencakup seluruh penerimaan dan
pengeluaran. Penerimaan berasal dari perpajakan maupun non
perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah.
Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan
daerah. Jika terjadi defisit, yaitu pengeluaran lebih besar dari
penerimaan, maka dicari pembiayaannya baik yang bersumber
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seluruh penerimaan
dan pengeluaran tersebut ditampung dalam satu rekening yang
disebut rekening Benharawan Umum Negara (BUN) di Bank
indonesia (BI). Pada dasarnya, semua penerimaan dan
pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening
tersebut. Sebagai pengecualian, pemerintah membuka beberapa
rekening khusus di Bl atau bank pemerintah karena alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Untuk pengelola pinjaman luar negeri untuk proyek tertentu
sebagaimana disyaratkan oleh pemberi pinjaman;

2. Untuk mengadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu
(seperti Dana Cadangan, Dana Penjaminan Deposito);

3. Untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran
lainnya yang dianggap perlu untuk dipisahkan dari rekening
BUN, dimana suatu penerimaan harus digunakan untuk tujuan
lertentu.

Terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan
pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada
saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan
pengeluaran  dalam  rekening-rekening  khusus  harus
dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan
pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah
merupakan penerimaan dan pengeluaran yang on-budget.
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APBN-P: APBN tahun berjalan yang pada akhir masa
tersebut dilakukan perubahan dimana perubahan ini
memerlukan pengesahan oleh pemerintah bersama
DPR dalam bentuk Undang-Undang.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) : indikator
utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan

dalam menyusun berbagai komponen dari postur
APBN.

ADEM disusun mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan
Jangka menengah yang terdapat pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) maupun sasaran-sasaran tahunan
yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain
itu, asumsi dasar ekonomi makro APBN juga disusun dengan
mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun
global agar asumsi yang digunakan dapat merepresentasikan
kondisi perekonomian terkini. Saat ini, asumsi dasar ekonomi
makro terdiri atas 7 indikator utama yaitu (1) pertumbuhan
ekonomi, (2) inflasi, (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar US,
(4) suku bunga SPN 3 bulan, (5) harga minyak mentah Indonesia
(Indonesia’s Crude Price/ICP), (6) lifting minyak Indonesia (7)
lifting gas. Besaran angka masing-masing jenis Pendapatan
Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran dihitung
berdasarkan pada indikator asumsi dasar ekonomi makro yang

terkait dan juga parameter-parameter pendukung lainnya.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF): Unit setingkat
eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik
Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai
perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan
lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan
negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan
dan kerja sama internasional.
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Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon 1
di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang
memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan
sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro,
pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan
dan kerja sama internasional.

Tugas Badan Kebijakan Fiskal adalah :

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan
fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fungsi Badan Kebijakan Fiskal adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis
dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor
keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional

2. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan
fiskal dan sektor keuangan

3. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan
sektor keuangan serta kerja

5. sama ekonomi dan keuangan internasional

6. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Layanan Umum BLU bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memberikan  fleksibilitas ~ dalam  pengelolaan  keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan
praktek bisnis yang sehat.
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1.BLU  beroperasi  sebagai  unit kerja  kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian
layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan
yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya
status  hukum BLU tidak terpisah dari kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
bertanggung  jawab atas  pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya
kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan pemberian layanan umum yang
didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota.

5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan
pencarian keuntungan.

6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan
kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan dan kinerja kementerian
negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan
praktek bisnis yang sehat.

Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan
mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah,
dan diresmikan oleh Presiden.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara.
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Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

1. Menentukan  objek  pemeriksaan, — merencanakan  dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan
pemeriksaan,

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan
oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara;

3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan
barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan,
pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan
terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,
rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib
disampaikan kepada BPK;

5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah
konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
Jjawab keuangan negara;

6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
Jjawab keuangan negara;

7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar
BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;

9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian
intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Lembaga pemerintah nonkementemn
Indones:ayangmelaksanakanmgas erintahan di
) ' Audit, Konsult&%, Aststensl, Evaluasn,
PeniberamasanmsertaPendxdxkandeelaﬁhan
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Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:
!

Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
kegiatan  kebendaharaan umum negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari
Presiden;

Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan
negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan
negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau
kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya
dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi
termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya
terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta
akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah;

Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,
pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan
usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah
yang strategis; '
Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
program  dan/atau  kegiatan yang dapat menghambat
kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,
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12.

13.

14.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan
negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan
negara/daerah, pemberian keterangan ahlidan upaya
pencegahan korupsi;

Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan
pembangunan  nasional bersama-sama dengan aparat
pengawasan intern pemerintah lainnya;

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja
pemerintah pusat;

Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang
di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan
Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan
sertifikasi jabatan fungsional auditor;

Pelaksanaan  pendidikan, pelatihan,  penelitian, dan
pengembangan di  bidang pengawasan dan  sistem
pengendalian intern pemerintah;

Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan
informasi  hasil pengawasan atas  penyelenggaraan
akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di BPKP; dan

Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan  umum, ketatausahaan, organisasi  dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum,
kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan
menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di
Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes
Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial
ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan
secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS
Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi
BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap
Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki
kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat
kabupaten kota.

Badan Pusat Statistik (BPS): Badan Pusat Statistik
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik,
yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960
tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang
Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut
ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan
peraturan perundangan dibawahnya, secara formal
nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat
Statistik.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk
berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU
Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua
UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan

peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro
Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun
1997, antara lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas
statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS,
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statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah
secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus
yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan,
dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama

dengan BPS.

)

. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam
Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar
masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan

data yang diperlukan.

“

. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk
menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas

memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas,
peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.
Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan
sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan
lainnya sebagai data sekunder

2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga
pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem
perstatistikan nasional.

3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan
metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang
pendidikan dan pelatihan statistik.

4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan
negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik

Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Perusahaan
Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan
Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah




domsﬁkoasmg) dan  koperasi,  merupakan
pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi

ckonomi yang akan terus kita kembangkan secara

bertahap dan berkelanjutan.

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan
Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang
penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama
dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-
asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk
bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan
secara bertahap dan berkelanjutan.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya
terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku
kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan
demokrasi  ekonomi  memiliki  peranan  penting  dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD
1945. Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak
disedikan oleh swasta

2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan
perekonomian

3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya
alam untuk masyarakat banyak.

4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat

5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang
banyak.

6. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum
diminati oleh pihak swasta.
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7 Pembuka lapangan kerja

8. Penghasil devisa negara

9. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi.

10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai
lapangan usaha.

Bentuk-Bentuk BUMN — BUMN memiliki berbagai macam atau
Jjenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik
Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan
(persero) dan badan usaha umum (perum). Penjelasan kedua
bentuk BUMN adalah sebagai berikut.

a. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero)

1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya
saing kuat

2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.

Contoh — Contoh Badan Usaha Perseroan (Persero)
PT Pertamina,

PT Kimia Farma Tbk

PT Kereta Api Indonesia

PT Bank BNI Tbk

PT Jamsostek

PT Garuda Indonesia

PT Perubahan Pembangunan

PT Telekomunikasi Indonesia

PT Tambang Timah
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Ciri-Ciri Badan Usaha Perseroan (Persero)

1. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada
presiden

2. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri
berdasarkan Perundang — undangan

3. Modal berbentuk saham
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4. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-
undangan

5. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari
kekayaan negara yang dipisahkan

6. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara

7. Pegawai persero berstatus pegawai negeri

8. Pemimpin berupa direksi

9. Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris

10. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata

11. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan.

b. Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha
umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut
persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam
usaha yang lain.

Maksud dan  Tujuan Badan Usaha Umum  (Perum)
Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan
umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga
vang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan
badan usaha yang sehat.

Contoh-Contoh Badan Usaha Umum (Perum)

. Perum Damri

. Perum Bulog

. Perum Pegadaian

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
Perum Balai Pustak

Perum Jasatirta

Perum Antara

Perum Peruri

Perum Perumnas
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Ciri-Ciri Badan Usaha Umum (Perum)

Melayani kepentingan masyarakat yang umum

Pemimpin berupa direksi atau direktur

Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta
Dapat menghimpun dana dari pihak

Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari
kekayaan negara

Menambah keuntungan kas negara

7. Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public
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Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) —BUMN dalam
fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat
yang diberikan kepada negara dan rakyat indonesia. Manfaat

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh
kebutuhan hidup berupa barang dan jasa.

2. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk
angkatan kerja

3. Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan
barang dan jasa

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komiditi ekspor
berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.

5. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan
mengembangkan perekonomian negara.

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI):
Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan
diberikan  tugas khusus untuk melaksanakan
Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di
Bidang Penjaminan Infrastruktur.

Bagan Akun Standar (BAS): daftar kodefikasi dan
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan
digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini
digunakan dalam sistem yang terintegrasi.

Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan
perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan

Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan
seluruh transaksi keuangan pemerintah.

BAS digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap
Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
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